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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

JL. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.Pematang Siantar.bawaslu.go.id
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Pematang Siantar, 10 November 2023

Nomor : 160 /PM.00.02/K.SU-30/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran . 1 (satu) Gabung
Hal : Imbauan Netralitas ASN
Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

Di-

Kota Pematang Siantar

Dengan hormat,
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Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang
berintegritas, tertib, aman, damai, demokratis dan berkepastian hukum, maka Bawaslu Kota
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Pematang Siantar berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan

terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan
tahapan Pemilu Tahun 2024 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

i 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
UndangUndang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021

Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 2022);



6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Keputusan Bersama Menteri PendayagunaanAparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi
Aparatur Sipil Neagara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomer 2 Tahun
2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022. Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022,
Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan;

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan.

B. Imbauan
Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang
dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Sebagai upaya dalam melakukan penceganan pelanggaran Pemilihan Umum dalam hal ini
netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Bawaslu
Kota Pematang Siantar mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan PPNPN untuk:

1. Mematuhi Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, dan Pasal 52 ayat 3 huruf | Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

2. Mematuhi Pasal 280 ayat 2 dan 3 dan Pasal 283 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum:

3. Mematuhi pasal 15 ayat 1,2,3 dan pasal 11 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

4. Mematuhi pasal 255 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

9. Mematuhi Pasal 5 huruf n angka 5 dan pasal 14 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar mematuhi Keputusan Bersama Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menters Dalam Negeri. Kepala
Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022. Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor




7. Kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), agar mematuhi Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun

/ 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

/

, demokratis, jurdil, tertib,

aman, dan damai. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
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